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ABSTRAK

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP),
merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok
perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari
kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan
simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala
mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan
memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan
serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan
lapangan kerja di pedesaan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan ada
biaya tambahan yang di bebankan oleh peminjam keluar dari
kesepakatan.

Adapun rumusan masasalah penelitian ini adalah Bagaimana
Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada anggota program
nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan
Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? kemudian
Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik
pinjam dan pengembalian dana di program nasional pemberdayaan
masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung
Raya Kabupaten Mesuji ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Analisa praktik peminjaman dan pengembalian dana di
PNPM berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Field Research yang
sifatnya deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari anggota
nasabah PNPM dan data dianalisa menggunakan analisa induktif dan
deduktif.

Berdasarkan hasil Analisa ditemukan bahwa Praktik simpan
pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh
UPK sejahtera desa Harapan Mukti vyaitu adanya praktik
meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan.
Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di
UPK sejahtera ini dikategorikan sebagai akad gardh atau utang
piutang yang merupakan akad non profit atau tabarru (tolong



menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk
memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha
dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh
masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang
dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan
pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi
lembaga. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang
sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam
kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana
pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan Hanabilah.

Kata Kunci : gardh / pinjaman/ utang, riba,bunga,SPP,PNPM
mandiri.
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pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Qs, Ar-Rum ayat 39.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk  menghindari adanya kesalahpahaman dalam
menafsirkan judul maka penulis perlu memberikan penjelasan
terhadap istilah atau Batasan yang terkandung dalam penelitian
yang berjudul “ Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana
Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (studi : Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) desa Harapan
Mukti kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji).

Praktik peminjaman dan pengembalian Dana dalam islam
disebut sebagai simpan piinjam atau (Qard) yang dalam
penelitian ini menganalisa terkait simpan pinjam yang terdapat
pada salah satu organisasi resmi pemerintahan dengan
memfokuskan pada permasalahaan analisa praktik simpan pinjam
nya itu sendiri. Pengembalian dana Pengembalian adalah suatu
hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan
modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan
memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa
yang akan datang.’

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam hukum islam
peminjaman dan pengembalian dana meupakan Praktik simpan
pinjam (gard)} yang adalah suatu kegiatan memberi dan
mengembalikan sesuatu menggunakan peraturan dan rukun
tertentu, dalam fiqih sendiri termasuk ke dalam akad tabarru®
(sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-
menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad tijarah
(komersial).?

! Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,
2002), him. 205

2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinyz pada Sektor
Keuangan



PNPM Syariah PNPM Mandiri adalah salah satu program
pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama
yang berbasis pemberdayaan masyarakat.Program nasional dalam
wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait penegasan judul tersebut, maka
dapat dijelaskan maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu
penelitian untk mengetahui dan menganalisa” Praktik Peminjaman
Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah (studi : program nasional pemberdayaan masyarakat
(PNPM) desa harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten
mesuji).

. Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin
banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai
sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini
menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling
memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik
dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh
semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerja sama dan saling
tolong-menolong, karena pada hakikatnya dalam memenuhi
kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa
pertolongan dan bantuan dari orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi
bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain, dengan
memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat,
yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam
hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan
dalam kehidupan manusia, juga mengatur mengenai perkara
utang-piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam ini
bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan
tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.
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Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia
terbentur akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal
tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari
pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia
memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian
antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang
di perjanjikan pada umumnya adalah uang. *

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis
perjanjian pinjam- meminjam, diatur dalam Bab ketiga belas,
Buku ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, menyebutkan bahwa:
Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang
sama dari macam dan keadaan yang sama pula.* Praktik simpan
pinjam (gard) dalam literatur figih termasuk ke dalam akad
tabarru® (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling
tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad
tijarah (komersial).® Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

s ;;.nwﬂt}\w\ N5 & e tjuw,..,\; ol C1
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% Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Goup,2013), him. 9.

4 Kitab Undang—Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal
1754,



“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar
kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu
(hewan-hewan kurban) dan gala'id (hewan-hewan kurban yang
diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang
mengunjungi  Baitulharam; mereka mencari karunia dan
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari  Masjidilharam, mendorongmu  berbuat
melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat
siksaan-Nya”

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-
menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang Kita
untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling
bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal
kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan
dan pahala disisi Allah swt. Hukum simpan-pinjam (qgard})
dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses
akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram. Hukum
gard} menjadi mubah jika seseorang berhutang bukan
karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk
menambah modal perdagangannya.

Hukumnya menjadi boleh apabila seseorang yang
berhutang tersebut yakin dapat membayarnya, seperti jika ia
mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat
untuk membayar. Mubah jika seseorang yang berutang bukan
karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk
menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat
keuntungan yang besar. Menjadiwajib jika orang yang berutang
adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak,
sedangkan orang yang diutangi orang yang kaya, maka orang
yang kaya itu wajib memberinya utang. Seseorang wajib
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berutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan
diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya
tertolong dari kelaparan. Jika pemberi utang mengetahui bahwa
penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat
maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang
juga haram atau makruh sesuai kondisinya. °

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (gard})
adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh
para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma
ulama.® Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan
praktik gard,} seringkali terdapat suatu kelompok
masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan
memanfaatkan kepada tersebut untuk mencari keuntungan.
Padahal maksud dan tujuan dari akad gard} ini adalah
untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan
antar sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan serta
eksploitasi. Dalam praktik  simpan pinjam (gard)} tidak
diibenarkan mengambil keuntungan oleh mugqtarid} (orang
yang mengutangkan).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan
peneliti terkait praktik peminjaman dan pengembalian dana di
PNPM Syariah desa Harapan Mukti. Adapun masyarakat yang
menjadi nasabah dalam kegiatan ini melakukan praktik bermula
dari suatu kegiatan dengan cara menabung atau membayar kas
wajib Rp 2.000,00 yang dilaksanakan satu bulan sekali oleh
setiap anggota untuk kegiatan dana sosial. Dana sosial yang
dimaksud adalah dana kesehatan untuk membantu anggotanya
yang sedang sakit, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga
bagian sewing yang meninggal dunia dan sumbangan syawalan
di hari idul fitri. Tetapi seiring berjalannya waktu dan
mengingat bahwa tidak setiap hari terdapat anggota yang sakit
atau memerlukan bantuan, maka mereka melakukan terobosan
baru guna memproduktifkan uang yang ada agar berkembang

SSyaikhu, Ariyadi, and Norwili, FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan
Dialektika Kontemporer, K-Media, vol. 53, 2020.
® Hasil Pra penelitian September 2022 di desa Harapan Mukti



dan bermanfaat yaitu dengan cara melakukan praktik simpan
pinjam. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus
mengembalikan utang tersebut beserta tambahan (ziyadah)
atau bunganya sesuai dengan perjanjian di awal dan
didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Hasil tabungan
dari kas tersebut diperbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama
anggota dengan syarat tambahan (ziya>dah) atau bunganya
sebesar 2% setiap bulan.

Dari kegiatan tersebut ada beberapa nasabah yang
keberatan atas adanya bunga sebanyak 2% dari setiap
peminjaman yang tidak bisa dilunasi, hal tersebut yang menjadi
permasalahan bahwa kegiatan praktik peminjaman dan
pengembalian dana di PNPM Syariah masih berlangsung dan
justru banyak yang meminatinya dan terbantu dengan adanya
peminjaman dana ini sendiri. ’

Kegiatan pinjaman ini dilakukan dengan tujuan
memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk
membuat atau menambah usahanya dengan membebankan
bunga atau uang jasa tambahan sebesar 1% tiap bulan atau 12%
tiap tahunnya. Ketidaktahuan masyarakat di desa Harapan
Mukti tentag akad yang diperbolehkan dalam Islam dan
kebutuhan yang semakin kompleks, membuat simpan pinjam
ini masih berjalan hingga sekarang. Dan dampak positif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan simpan pinjam ini juga bisa
dibilang membantu keadaan ekonomi masyarakat khususnya
perempuan, serta bunga yang relatif kecil jika dibandingkan
dengan bunga pinjaman di bank maupun lembaga keuangan
lain. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di PNPM desa Harapan
Mukti.

Berdasarikan urian diatas, maka penyusun tertarik
utnuk mealakukan Analisa dan peneitian terkati bagaimana
praktik simpan dan pengembalian dana dan bagaimana
tinjauan hokum islam terhadap permasalan tersebut studi kasus
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. program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa
harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji).

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di

identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Besarnya bunga yang ditanggung oleh nasabah pinjaman
2. Adanya bunga hingga 2% jika terlambat pengembalian
3. Banyaknya nasabah yang bermasalah dengan pihak peminjam

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dibatasi
masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik
peminjaman dan pengembalian dana terutama pada denda atau
bunga 2% pada setiap keterlambatan pengembalian yang ditinjau
dalam hukum ekonomi islam pada anggota studi kasus studi
kasus: program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) desa
harapan mukti kecamatan tanjung raya kabupaten mesuiji).

Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan Batasan masalah tersebut dengan ini penelitian
akan berfokus pada bentuk kegiatan simpan pinjam yang ada di
PNPM dengan focus kepada penerapan hukum ekonomi syariah
karena terdapat beberapa permasalahan yang disinyalir diluar dari
syariat ekonomi syariah diantaranya adanya bunga, dan kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang simpan pinjam yang seharusnya
dilaksanakan. Dengan sub focus yaitu untuk menganalisa dan
meninjau praktik pinjam dan pengembalian dana di PNPM
Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji dintinjau dalam hukum ekonomi islam
menggunakan teori menurut Hanafiyah terkait simpan dan pinjam
dalam hukum ekonomi islam yakni terkait hukum riba.
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E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka

ruusan masalah yang diambil oleh penulisa adalah sebagai
berikut:

1.

Bagaimana Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada
anggota program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM
Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji?

Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
praktik pinjam dan pengembalian dana di program nasional
pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan
Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui Praktik peminjaman dan pengembalian dana pada
anggota program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM
Syariah di desa Harapan Mukti kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji?

Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
praktik pinjam dan pengembalian dana di program nasional
pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah di desa Harapan
Mukti kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuiji.

G. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapakn dapat memberikan manfaat , yaitu :

1.

Bagi Peurusahaan PNPM

Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan
mengenai penyelesaian pembaiyaan bermasalah dengan
pinjam dan pengembalian dana.

Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapatmenambah wawasan dan
keilmuan terkit materi jurusan yang bisa di sesuaikan denhan
jruan dan kemanfaatannata bagi masa depan setelah studi di
selesaikan.



3. Bagi pihak Lain
Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi
pihak lain yang membutuhakn sebagai sarana pertimbagan
dan perbandingan dengan penelitai yang telah dilekukan
sebelumnya.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi kedepan yang lebih
maksimal, sebagai bahan perbandingann penelitian yang sudah
dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Penelitian Pertama, dari Eti Karini Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui Praktek Pengalihan Akad Jual Beli Gadai
di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten
Pesawaran. Selain itu, kajian ini mengkaji tinjauan Figh
Muamalah tentang Implementasi tersebut. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
dokumentasi dan wawancara dengan pegadaian (rahin) dan
pegadaian (murtahin). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa rahin tidak dapat melunasi hutang yang dipinjamnya,
maka rahin menawarkan agunan kepada murtahin dengan
tujuan untuk menjualnya. Namun dalam hal ini harga jual
ditentukan oleh murtahin yang menyebabkan harga jual beli
tanah jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di desa.
Peralihan dari akad gadai ke jual beli tidak sesuai dengan
kaidah hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat yang
diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-
MUI/111/2002 atau Figh Muamalah. Jika pegadaian (rahin)
tidak dapat melunasi pinjaman, barang jaminan dijual melalui
pelelangan atau ditawarkan kepada pihak ketiga.®

2. Penelitian kedua , Astuti Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

8 ISTIANI YUNI, “PRAKTIK PERALIHAN AKAD GADAI KE JUAL BELI
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan
Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” no. 25 (2022).
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analisis yang menggunakan dua sumber data, yaitu data
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada
penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi
yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
pengembalian pinjaman emas di Kelurahan Penengahan Raya
Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah
mengganti emas pinjaman yang tidak dapat dikembalikan
kepada pemiliknya akibat adanya pelelangan dari pihak
ketiga, dengan menggunakan uang rupiah secara angsuran.
Dalam tinjauan hukum Islam hal itu tidak sesuai dengan
syara’ karena membayar penggantian emas menggunakan
uang secara angsuran tidak diperbolenkan mengingat harga
emas yang cenderung tidak stabil dan dapat naik maupun
turun seiring dengan berjalannya waktu.®

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainab, Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang
melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk dan mengetahui
tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui
media online di Aplikasi Pinjam Yuk. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis,
serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research). Praktik utang piutang yang terjadi
di Aplikasi Pinjam Yuk ialah kesepakatan utang piutang
antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana
dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan

® Widi Astuti Astri Devei, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem
Penyaluran Dana,” Asas Hukum Ekonomi Syariah 14, no. 1979 1488 (2022): 60—69,
Annisa Mugnie Fathone, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian
Pinjaman Emas Dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di
Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) (Jurnal
ASAS Hukum Ekonomi Syariah Raden intan.
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dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan
menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang
dikenakan Rp 30.000,- perhari nya maupun menanggung
dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh
tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik
utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk
tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba.
Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua,
riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau
melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang
pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa
dirugikan dan menyesal.*

4. Penelitian yang selanjutnya oleh Uswatun Hasanah dengan
judl “Praktik pengalihan pembayaran dalam jual beli barang
kredit kepada pihak lain perspektif hukum islam “ Tujuan
penelitian ini membahas lebih lanjut terkait praktek
pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli
barang kredit yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-
tengah masyarakat modern saat ini dan pandangan hukum
Islam terhadap praktek tersebut. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan
dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca
buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori
yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang
diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum
primer Al-Qur’an, Hadits, dan Peraturan Perundang-
undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik
pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli
barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus
dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak
pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan
dari pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik

10 7Zainab Zalfa Assegaf, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang
Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk) ( Skripsi Hukum
Ekonomi Syariah Uinradenintan Lampung.2021)
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resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari
transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural
ke perusahaan leasing, hal itu menimbulkan suatu
wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan
penggelapan objek barang kredit. Namun secara umum
terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain
dalam jual beli barang kredit selama memenuhi syarat dan
rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu
melibatkan pihak leasing, maka dalam pandangan hukum
Islam diperbolehkan.

5. Selanjutnya penelitian dari Razalie dengan tujuan untuk
mengetahui penggunaan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri perdesaan (studi di kecamatan seanggang
kabupaten langkat provinsi Gender, penelitian ini
menggunakan jenis peneitian kualitatif dengan menganalisa
data dari hasil wawancara dan observasi, daeri hasil
penelitian menunjukan bahwa penelitian ini menemukan
beberapa jalan keluar diantaranya implementasi PNPM di
wilayahnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
bisa menabung dan mengalokasikan dana untuk bisa tetap
berkembang dan menyertai segala bentuk kegiatan yang ada
sehingga bisa dikaakan bahwa PNPM mandiri telah banyak
membantu masyarakat di desa."?

6. Penelitian selanjutnya , dari Hanika yang memiliki.
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk
mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini
adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih
mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena

11 Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan
Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum
Islam,” Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Vol. 14, no. No. 01 (2022): 2.

T Razalie, “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (Studi Di
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi ...,” Perspektif 7, no. ISSN:
2085 0328 (2015) 323,
http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/163%0Ahttps://www.ojs.u
ma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/163/115.
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itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan
kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu
sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih
mandiri. Penelitian mengambil fokus pada pembangunan di
bidang ekonomi vyaitu Simpan Pinjam Perempuan di
Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan sejauh mana
pelaksanaan dan hambatan program SPP di Kecamatan
Kembang Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber
data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara
langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala
Kecamatan Kembang, PJOK PNPM, Ketua Unit Pelaksana
Kegiatan, Fasilitator Kecamatan dan Masyarakat yang
tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Pada
proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di
Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif
bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu
membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup
kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun
dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan
dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian
dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP Kecamatan
Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan
lebih baik 2

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat
diketahui bahwa terdapat kesamaan dari pada penelitian ini
dengan penelitian terdahulu tersebut, diantaranya pada
penelitian pertama membahas mengenai pelaksanaan Simpan

¥ Dyah Lituhayu Ita Musfirowati Hanika, “IMPLEMENTASI PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN KEMBANG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010,” Journal of Public Policy and Management
Review (2012) 1(1) 211-220 8 (2012),
https://media.neliti.com/media/publications/100916-ID-implementasi-program-
nasional-pemberdaya.pdf.
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Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan peranan
Simpan Pinjam Perempuan pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Payaman, dan penelitian ini juga membahas terkait
permasalahan yang sama yakni terkait pelaksanaan simpan
pinjam di PNPM, meskipun terdapat perbedaan yaitu pada
tujuan dan rumusan masalah penelitian ini mengarah kepada
hukum ekonomi islam sehingga pengkajianya lebih spesifik
terkait simpan pinjam yang dilaksanakan di lokasi yang
berbeda juga yakni di desa Harapan Mukti.

Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian
dilaksanakan®. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
langsung dilakukan dilapangan atau pada
responden™.Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan
dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis
dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek
penelitian

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian  yang digunakan adalah deskipritf
analisis.  Soerjono  menyatakan bahwa penelitian
berbentuk deskriptif bertujuan utnuk menggamabrkan
relisitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan

¥gusiadi AS, Metodeologi Penelitian,(Lampung: LP2M IAIN Raden Intan

Lampung,2014),h.19

Plbid.h.9
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diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara
sistematis  mengenai  praktik  peminjaman  dan
pengembalian dana di program nasional pemberdayaan
masyarakat PNPM Syariah desa Harapan Mukti
Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji ditinjau
dalam hukum ekonomi Islam.

2. Sumber Penelitian
a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian
atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer
di dapat dari sumber informan yaitu individu atau
perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti yang dalam penelitia ini berfokus pada nasabah
program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM di desa
Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya kabupaten
Mesuji Ditinjau dalam hukum ekonomi Islam

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada. Berupa bahan pustaka,
literature, peneiltian terdahlu, buku dan lainya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek yang
menjadi sasaran penelitian . populasi dalam penelitian ini
adalha seluruh nasabah program nasional pemberdayaan
masyarakat PNPM di desa Harapan Mukti dengan total 20
nasabah.
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b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil
sebagai informan penelitian, Informan adalah orang dalam latar
penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar
dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-
benar terjangkau.

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah
dengan purposive menurut Arikunto sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut
Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari
100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. tetapi
jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau
15-25%."° Berdasarkan definisi diatas dikarenakan populasi
penelitian sebanyak 20 nasabah maka peneliti akan mengambil
keseluruhan total populasi sehingga sampel penelitian ini
adalah 20 nasabah.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti
mengadakan penelitian secara langsung atau tanpa alat terhadap
gejala subjek yang di selidiki*’.observasi dilakukan untuk
melihat kondisi lingungan dan keadaan dalam kegiatan praktik
peminjaman dan pengembalian dana di program nasional
pemberdayaan masyarakat PNPM Syariah desa Harapan mukti.

18 Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian

Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

h.26

17 Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
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b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada
narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti untuk
memperoleh keterangan langsung yag berguna untuk
mendapatkan informasi atau keterangan mengenai masalah
yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah,
agenda dan sebagainya.™®

5. Metode pengumpulan Data

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yag telah
dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.®

b. Sistematis Data (systematizing), yaitu menempatkan data
menurut kerangka sistematistika bahasa berdasarkan urutan
masalah.?’

6. Metode analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yag
dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan
metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang®.
Penelitian ini  juga bersifat deskriptif yaitu dengan
mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang
diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya
penulis menganalisis data tersebut gara dapat ditarik

18guharsini, Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), h.188

¥sysiadi, Metodologi Penelitian ( Bandar Lampung : Pusat Penelitian LP2M
IAIN Lampung, 2014), h. 122

2Abdul Kadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , ( Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1 h. 9

21gytrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, ( Yogyakarta: Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1983), h. 237
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J.

kesimpulan.Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif
yang besifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang
diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran
objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di
peroleh.

Sistematika Pembahasan
BAB | . Pendahuluan

BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang
Masalah, Tujuan Penelitian, Maanfaat Penelitian yang Relevan,
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian,
Sistematika Pembahasan.

BAB |l. Pembahasan

BAB ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam
penelitian ini.yaitu terkait teori simpan pinjam, dan deskripsi
terkait program PNPM

BAB IlI. Deskripsi Objek Penelitian

BAB ini berisi Gambaran Umum Objek yaitu terkait
program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di desa
Harapan Mukti dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

BAB VI. Analisis Penelitian

BAB ini membahas Analisis Data Penelitian yang berfokus
pada praktik simpan pinjam di program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) desa Harapan mukti dan mengetahui
factor pendukung dan penghambat pada program program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

BAB V. Penutup

BAB ini Dberisi Kesimpulan dan Rekomendasi.
Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang
ada hubungannya dengan masalah Penelitian. Rekomendasi
dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak
terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep umum Al Qardh dan Riba
1. Pengertian Al Qardh

Al-Qardhu (utang) berasal dari kata qaradha -
yagridhu — qardhan. Secara bahasa, ari asalnya adalah Al-
Qath’u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah
ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk
dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.??Pengertian lain dari
utang-piutang atau gardh adalah harta yang diberikan oleh
mugridh (pemberi utang) kepada mugtaridh (orang yang
berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang
diberikan pada saat muqtaridh mampu
mengembalikannya.?*Al-gardh adalah pemberian harta kepada
orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau
dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
Dalam literatur figh klasik, gardh dikategorikan dalam akad
ta’awuni. 2*Akad gardh atau pinjaman bertujuan sebagai sikap
ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan
segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dan berbisnis.?

Menurut fatwa DSN MUI, gardh adalah suatu akad
pinjaman kepada nasabah dengan ketenuan bahwa nasabah
wajib mengembalikan dana yg diterimanya kepada LKS pada
waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut

22 Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan
Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, him
36

28 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar
Media Press, 2014, him 177.

% Yusuf as- Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala
Kapitalis, Bogor : alAzar Press, 2011, him 364.

% sayyid Sabiq, Terjemah Figh Sunnah, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara,
2006, cet.1 him 183.

19
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UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gardh
adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan
bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya
pada waktu yangtelah disepakati.?

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha,
diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam
meminjam berdasarkan akad gardh. Al-gardh merupakan
pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu
keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. *'Dari
definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-
piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta’awun
(pertolonngan) kepada pihak lain untuk memenuhi
kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-
piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia
dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada
yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang
berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang
berkecukupan.”®

2. Dasar Hukum Qardh

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad gardh

adalah :

de =z z T

IR A T A A I S A I I

ﬁésdﬂ:-b.‘)u\.\a.’ol }J"'“'.*." J/lojj/a.v;ojwﬁjb . )Ku/b
. — 2120 L8 2

Artinya :

Dan jika (orang berutang itu ) dalam kesulitan, maka berilah
tenggang waktu sampai dia meperoleh kelapangan. Dan jika

% Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2015, cet.1, him 232

# Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : Unit Penerbit dan
Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005, him 102

% Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, Jakarta : Prenada Media, Edisi
Pertama, Cet.Ke-2, 2005, him 223
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kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagiku, jika kamu
mengetahui. (Q.S Al Qur’an Surah Al Bagarah:280)*°

Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam
harta orang lain dengan syarat : berniat untuk membayarnya.
Namun ulama umumnya menganjurkan untuk menghindari
hutang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW,
bersabda:

By sl Ge 2320 053 06 B 205 33 ) £ 500 35 G
oy sl

Artinya : “Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari
jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2]
ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk
surga.” (HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani
mengatakan bahwa hadits ini shohih). lbnu Majah
membawakan hadits ini pada Bab “Peringatan keras
mengenai hutang.”

M&Wwduéujﬂh&l\‘;m‘;d‘unb)}‘f\
Aum‘;cﬂw}bﬁ\j\)uﬂ\@uh&ﬂww‘;sﬂ
&A.L\’J\ulsum‘u}c&Ad.n\}b‘)ay‘j\_uﬂ‘uﬁdc‘m\)m

aal o3

Artinya : Barang siapa yang menghilangkan dari
seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan
di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya
dari penderitaan-penderitaan hari Kiamat. Barang siapa yang
memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena
terlilit utang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan
di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang
Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di

2 Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2
Muka, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, him 25-26.



22

akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut jika
seorang hamba menolong saudaranya.

Apabila dalam akad gardh mencantumkan syarat
pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (ziyadah), praktek
tersebut mengandung unsur riba.*® Riba utang piutang atau
riba nasi’ah ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal
transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang
yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan
bertempo. Dari Ali ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw
bersabda: “setiap utang yang menarik manfaat adalah riba.*

3. Rukun dan syarat Qardh

Dari surat Al-Bagarah ayat 282-283 dapat diketahui rukun dan
syarat dari utang piutang, yaitu :

a. Adanya para pihak

b. Harus tertulis

c. Dibacakan oleh yang berutang

d. Jikayang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
e. Adanya saksi 2 orang laki-laki

f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang
laki-laki dan 2 orang perempuan.

Adanya jumlah utang yang pasti

Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo
utang)

i. Adanya barang tanggungan/jaminan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang
membentuk akad ada 4 yaitu:

% wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’i 2, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, hlm
21.

3 Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan
Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, him
114.
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a. Para pihak yang membuat akad (al — aqd)
b. Pernyataan kehendak para pihak (sighat al — aqd)
Objek akad (mahallul aqd)

Dan tujuan akad (maudu’ al-aqd).*

o o

Seperti  halnya jual beli, rukun gardh juga
diperselisinkan oleh para fugaha. Menurut Hanafiah, rukun
gardh adalah ijab dan gabul. Sedangkan menurut jumhur fugaha
rukun gardh adalah:

a. Aqid

Untuk aqgid, baik mugridh maupun mugtaridh
disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf
atau memiliki ahliyatul ada’. Oleh karena itu, qard tidak sah
apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau
orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk
mugridh, antara lain:

1) Abhliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru
2) Mukhtar (memilik pilihan)

3) Sedangkan untuk mugtaridh disyaratkan harus
memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan
muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak mahjur
‘alaih.

b. Ma’qud ‘Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-
gardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-
barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat),
maupun gimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya
di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan
barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap

% AWangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama, 2012, him 395-398.



24

barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula
dijadikan objek akad gardh.

Shighat (ljab dan kabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh
karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab
dan gabul sama seperti akad jual dan hibah. Shighat ijab bisa
dengan menggunakan lafal gardh (utang atau pinjaman) dan
salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti
kepemilikan. Contohnya : saya milikkan kepadamu barang ini,
dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya
penggantinya. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti
diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus
dibayar.®

4. Qardh dalam Lembaga keuangan Syariah

Diantara manfaat gardh yaitu sebagai berikut :

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan
mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek

b. Al-gard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda
antara bank syariah dengan bank konvensional yang di
dalamnya terkandung misi sosial disamping misi
komersial

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan
meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas
masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam gardh terhitung tinggi karena ia dianggap
pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Aplikasi
Qardh dalam Perbankan Syariah . akad gardh biasanya
diterapkan pada hal-hal berikut :

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah
terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan

279

® Wardi Muslih, Ahmad, Figh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2015, him 278-
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dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya
sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat,
sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya,
tersimpan dalam bentuk deposito.

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat
kecil atau membantu sektor sosial.

B. Konsep Riba
1. Pengertian Riba

Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki
mendefinisikan riba dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an
sebagai ziyadah (tambahan).** Dalam pengertian lain secara
linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al
Arabi al- Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang
diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau
penyeimbang yang dibenarkan syariah.** Adapun menurut
istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari
harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat
dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat
benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah
pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli
maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan
dengan prinsip muamalah dalam Islam.*

Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta
pokok tanpa adanya transaksi riil. Sedangkan Imam Sarakhsi
dari mazhab Hanafi berpendapat :

% 9 Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta :
Graha llmu,2015, him. 1.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta :
Gema Insani, 2001, him 37-38 .

% Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan
Regulasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, him 149.
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Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam
transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksi bisnis/ dagang
yang riil). Sedangkan Imam An Nawawi dari madzhab
Syafi’i berpendapat bahwa salah satu bentuk riba yang
dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas
pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal
tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu
pinjaman. Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang
dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan
terhadap masa pinjaman tersebut digunakan.

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti
tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara
batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah
pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli
maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan
dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian
dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar ‘Askalani
bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan
dalam bentuk barang maupun uang.®’

2. Hukum Riba

Al-Qur’an mengutuk riba dengan keras, namun tidak
banyak memberikan penjelasan makna istilah tersebut, selain
membandingkan riba dengan sedekah dan menyebutnya
dengan “penggandaan” yang berlebihan. Para penafsir
menggambarkan praktek memperpanjang penangguhan
pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa tambahan
pada utang pokok pada jaman pra Islam.®

% Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha
1lmu,2015, him 2-3

% Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, Hukum Keuangan Islam Konsep,
Teori dan Praktik, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017, him 93
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Artinya : dan karena mereka menjalankan riba,
padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena
mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil).
Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka
azab yang pedih. (QS. An Nisa :161).
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Artinya : “Wahai orang-orang Yyang beriman,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan. ( Q.S Ali Imron:130)
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Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa
jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka
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mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S
Al Bagarah:275).

Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status
hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-
gardh) atau utang piutang, baik yang dilakukan oleh lembaga
keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal
1424 H/ 16 Desember 2003 Ijtima’Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia telah memfatwakan tentang status hukum bunga,
oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu
menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan
pedoman. Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya
riba dalam AlQur’an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari
2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram
terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan: -
Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. - Praktik pembungaan
uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada
jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian,
praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu
bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh
Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan
Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan invidu. Oleh
karena itu bermuamallah dengan lembaga keuangan
kovensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan
lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak
dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada
perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada
kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan
melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan
konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.*

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah bahsul
masa’il Nahdlatul Ulama memutuskan masalah tersebut dalam
beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum
bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat

% Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha

1lmu,2015, him 9-10.
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ulama sehubungan dengan masalah ini. - Haram, sebab
termasuk utang yang dipungut rente. - Halal, sebab tidak ada
syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak
dapat begitu saja dijadikan syarat. - Syubhat (tidak tentu halal
haramnya), sebab para ahli hukum berselisih paham
tentangnya.*’

3. Macam-macam Riba

Ulama Figh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba
alfadhl dan riba al-nasi’ah, yaitu:

a. Riba fadhl Riba fadhl adalah riba yang terjadi pada jual
beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta
yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’. Ukuran
syara’ disini adalah timbangan atau takaran tertentu.
Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka
kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara
tunai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam
berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus
ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul
kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang
dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa
imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik
seperti ini menjurus kepada kedzaliman.*'Karena
perbuatan ini  bisa mendorong  seseorang untuk
melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah
SWT dengan mengharamkannya sebab ia bisa
menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan haram, dan
siapa yang membiarkan kambingnya berada disekitar
kawasan larangan hampir saja ia masuk ke dalamnya
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

0 Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan
Regulasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hIm 169-170.

4l Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum
Riba dalam AlQur’an), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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b. Ribanasi’ah

Riba nasi’ah adalah kelebihan atas piutang yang
diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal
(pemberi utang) ketika waktu yang disepakati jatuh
tempo. Tambahan (bunga) itu sebagai imbalan tenggang
waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan nasi’ah. Apabila
pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang
berhutang tidak sanggup membayar hutang dan
kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan
jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada
pengertian riba sebagaimana yang telah yang telah
disebutkan dimuka, riba an-nasi’ah tidak hanya terjadi
pada hutang piutang saja, melainkan juga bisa terjadi
pada jual beli barter barang yang sejenis ataupun tidak
sejenis. Misal dalam barter barang yang sejenis, membeli
1 kg beras dengan 2 kg beras yang akan dibayarkan satu
bulan yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, illat
hukum keharaman riba al-nasiah adalah kelebihan
pembayaran dari pokok hutang yang ditunda
pembayarannya pada waktu tertentu.*?

Riba nasi’ah juga dapat didefinisikan sebagai jual beli
dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis
inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang
dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain
sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil
tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan
modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan
mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup
membayar, maka waktu waktu dan bunganya akan
ditambah.*?

42 Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum

Riba dalam AlQur’an), Universitas Muhammadiyah Surakarta.

* Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam

Figih Islam, Jakarta : Amzah, 2014, him 222
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Selain riba yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula

riba utang piutang atau yang disebut riba gardh.
Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba gardh
tidak termasuk riba jahiliyah sehingga tidak termasuk
dalam Al-Qur’an yang diharamkan Allah. Rafiq Yunus
Al-Mishri  menjelaskan gambaran  (deskripsi) riba
jahiliyah dan keterkaitannya dngan riba gardh antara lain:

a. Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa’idi

menjelaskan riba jahiliyah adalah riba atas utang
(gardh) yang didalamnya terdapat syarat tambahan
terhadap pokok pinjaman yang diterima oleh yang
bersangkutan yang ditetapkan pada akad pertama.

b. Rafig Yunus al-Mishri menyatakan bahwa riba

Jahiliyah adalah riba atas utang (gardh) yang
disyaratkan adanya tambahan karena
(mempertimbangkan) jangka waktu (pinjaman).

c. Abu Bakar Al-Jashash dalam kitab Ahkam Al Qur’an,

mengatakan bahwa riba gardh adalah riba jahiliyah,
yaitu riba yang dikenal dan diamalkan masyarakat
jahiliyah adalah meminjamkan dinar (dengan akad
gardh) yang harus dibayar pada waktu yang
disepakati dan disepakati adanya tambahan dengan
kadar (presentase) tertentu atas dinar yang
dipinjamkan.

C. Konsep Kredit

1.

Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang

memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam
uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam
jangka waktu yang ditentukan.**

# Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyah Prinsip-prinsip

Perjanjian, Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017, him 110
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Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, pasal 1 angka 12 dijelaskan sebagai
berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan
atau pembagian hasil keuntungan. Sementara dalam Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
pasal 1 angka 11 dijelaskan sebagai berikut: Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga. *°

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara
berangsurangsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam
meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah
dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara
berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali
dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang
meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman
tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap
hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam
sebulan.

Menurut Anwar Igbal Qureshi, fakta-fakta yang
objektif ~menegaskan bahwa Islam melarang setiap
pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang

* Hendi Suhendi Figh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan

Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah,ljarah, Mudayanah,
Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010, him 299-301.
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perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian
modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.*®

2. Jenis Kredit
a. Berdasarkan Skema

1) Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah dan
panjang untuk investasi barang modal seperti
pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian
ruko/toko/kontrakan,  dan  sebagainya. = Skema
angsurannya menurun dan efektif.

2) Kredit Modal Kerja, adalah kredit jangka pendek atau
menengah yang diberikan untuk
pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Skema
angsurannya tetap atau menurun dan efektif.

3) Kredit Konsumsi, adalah kredit untuk perorangan
untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah
(kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan
apartemen), kendaraan (kredit kendaraan bermotor),
lain-lain seperti kredit tanpa agunan, kredit multiguna
dll. Skema angsurannya tetap dan flat.

4) Kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan, kredit ini
disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah.
Kredit semacam ini sangat meringankan bagi
pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat
ketat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema
angsurannya tetap atau menurun dan flat.

b. Berdasarkan Waktu

1) Kredit Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu
pendek (1 tahun) dan berulang-ulang (dapat

* Hendi Suhendi Figh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan
Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah,ljarah, Mudayanah,
Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010, him 299-301.
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diperpanjang). Salah satu contoh produk bank yang
menggunakan kredit revolving adalah kartu kredit.

2) Kredit non Revolving, yaitu kredit yang berjangka
waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang.*’

D. Pendapat Ulama Tentang Bunga

Bunga merupakan permasalahan yang hingga kini masih

menjadi topik pembicaraan para ulama dalam Islam. Apakah
bunga yang biasanya ada di bank konvensional ini termasuk riba
yang haram dalam Islam atau bukan. Terdapat beberapa ulama
yang mengemukakan pendapatnya mengenai bunga, diantaranya
yaitu:

1. Pendapat yang mengharamkan Bunga

Muhammad Abu Zahrah, Abul A’la al-Maududi,
Muhammad Abdul al-Arobi dan Muhammad Neja Tulloh
Shiddigi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank,
baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya.
Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Neja
Tulloh Shiddigi adalah bunga bersifat menindas (dholim),
bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada
orang kaya, dan bunga dapat menciptakan kondisi manusia
penganggur, Yyaitu para penanam modal dapat menerima
setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga
mereka tidak bekerja untuk menutupi kebutuhannya.
Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa rente (bunga)
bank termasuk riba nasi’ah yang diharamkan dalam agama
Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa MUI No.1 tahun 2004 menyatakan bunga bank
adalah haram.

4 Kredit (Keuangan), https//id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 16

Oktober 2018 pukul 14.20.
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2. Pendapat yang mensamarkan/ menyubhatkan bunga Bank

Ulama Muhammadiyah dalam mu’tamar Tarjih Sidoarjo
Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank
yang diberikan oleh bankbank milik negara kepada para
nasabahnya dan sebaliknya termasuk maslah mutasyabihat.
Masalah mutasyabihat adalah perkara yang belum ditemukan
kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung
unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara
yang haram.

Namun, ditinjau dari hal lain, ada pula unsur-unsur lain
yang meringankan keharamannya. Di pihak lain, bunga masih
termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman
pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga
yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan
perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk
kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan
segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat
larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari
orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin meskipun
bunga bank dianggap mutasyabihat tidak berarti umat Islam
diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.

3. Pendapat yang Menghalalkan Bunga Bank

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang
menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank
yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta.
Pendapat ini dipelopori oleh A. Hasan, meskipun sudah
bertahun-tahun tinggal di pesantren Bangil (persis). Alasan
yang digunakan adalah firman Allh SWT yang artinya,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bila
bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, dan tidak
berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan
oleh agama Islam.*®

4 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm
274-276
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Menurut Abdullah Saeed berpendapat bahwa dalam
praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat
ini tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang
menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada
terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh
kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang
demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang,
sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi
tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Lebih
lanjut ia mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional
dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang
besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia., sebab
banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya.*

9 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan

Interpretasi Kontemporer, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2003, him 75.
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